GUGATAN INTERVENSI PIHAK KETIGA


PERTAHANKAN HAK HIPOTIK











KASUS POSISI:


Abdul Gani dan istrinya Aisyah mengadakan kerjasama dagang dalam bentuk “kongsi” dengan temannya Umar.  Usaha dagang bersama ini terjadi pada tahun 1960.


Mereka bertiga kemudian membeli sebuah Bangunan Toko diatas sebidang tanah dari Jie Sak On seharga Rp. 275.000,-


Surat perjanjian Jual-Beli Toko tersebut, ditandatangani oleh Umar atas nama mereka bertiga yang berkongsi dagang tersebut.


Setelah Toko dibeli mereka bertiga, maka tanpa setahu Abdul Gani dan istrinya pihak Umar mengajukan permohonan sertifikat tanah atas toko yang dibeli oleh kongsi dagang “Mayko” tersebut.


Tidak lama kemudian terbit sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Umar pribadi.


Dengan menggunakan sertifikat Hak Milik Tanah atas Toko Mayko tersebut, maka Umar secara pribadi memperoleh kredit dari Bank BNI 1946 dengan jaminan tanah atau Toko Mayko yang sertifikat Hak Miliknya atas nama Umar.


Jaminan kredit yang diberikan kepada Umar berupa Toko Mayko tersebut kemudian dibebani dengan hak hipotik No. 205.  Dan Sertifikat Tanah No. 59, Toko Mayko, Jalan Andalas Bireuen, dipegang oleh Bank.


Pada tahun 1968, timbul sengketa dalam Kongsi dagang “Mayko” antara: Abdul Gani dengan istrinya Aisyah disatu pihak dengan Umar di lain pihak tentang masalah perhitungan laba-rugi dari Kongsi dagang tersebut.


Mereka berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan akhirnya tercapai perdamaian atas Tanah dengan Bangunan Toko Mayko di Jalan Andalas di Bireuen tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:


1.	Abdul Gani berhak 40%.


2.	Aisyah berhak 20%.


3.	Umar berhak 49%.


Pihak Umar, ternyata tidak bersedia mematuhi perdamaian tersebut diatas, sehingga Umar digugat di Pengadilan Negeri oleh Abdul Gani dan Aisyah.


Dalam putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 2202K/Pdt/1968, gugatan dikabulkan dan pihak Umar masih harus membayar kepada Penggugat Rp. 969.170,-.


Umar masih tetap menguasai Toko diatas tanah sengketa, tanpa membayar uang sewa kepada Penggugat.


Pihak Abdul Gani dan istrinya Aisyah selanjutnya mengajukan gugatan terhadap Umar dan istrinya Rohani di Pengadilan Negeri Bireuen dengan tuntutan atau petitum sebagai berikut:


1.	Menyatakan Penggugat I dan II berkongsi dengan Tergugat I.


2.	Menyatakan Penggugat I dan II membli tanah dengan bangunan Toko untuk Perusahaan Mayko atas nama Tergugat I (Umar) dari Jie Sak On seharga Rp. 275.000,-.


3.	Menyatakan sah “Surat Perdamaian” tanggal 28 September 1968 yang isinya:


-	Hak Penggugat I = 40%


-	Hak Penggugat II = 20%


-	Hak Tergugat I = 40%


dari objek tanah dan bangunan sengketa.


4.	Menghukum Tergugat I menyerahkan 40% dari obyek Tanah kepada Penggugat I 20 % dari obyek tanah kepada Penggugat II.


5.	Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 59 tahun 1978 atas tanah sengketa yang diatas namakan Tergugat I, Umar adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.


6.	Menghukum Tergugat I membayar sisa eksekusi RP. 969.170,- kepada Penggugat.


7.	Menghukum Tergugat I menbayar sewa toko 60% selama 5 tahun 3 bulan sejak 1987 s/d 1993 Rp. 7.875.000,-.


8.	Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.


9.	Dst………………………dst…………………………..dst.


Selama persidangan berlangsung, maka pihak Bank BNI 1946 mengajukan gugat intervensi: yang isinya:


Tergugat intervensi III Umar dan Tergugat intervensi IV, Rohani (istri) terikat perjanjian kredit 19 Desember 1989 dengan menyerahkan jaminan berupa bangunan toko, Sertifikat hak milik No. 59, dan telah diikat dan dibebani hak hipotik dengan akta dan Sertifikat Hipotik No. 205.


Bank BNI 46 menuntut (Petitum) sebagai berikut:


1.	Menerima permohonan intervensi.


2.	Menolak gugatan Penggugat I + II = (Abdul Gani dan Aisyah) dalam perkara perdata No. 46/Pdt/G/1993/PN.BIR.


3.	Menyatakan tanah dan bangunan Toko sengketa Sertifikat Hak Milik No. 59, adalah hak milik syah dari Umar dan istrinya (Tergugat intervensi) yang dibebani akta hipotik dan Sertifikat Hipotik No. 205.


4.	Dst…………………….dst…………………..dst.








PENGADILAN NEGERI:


Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:


Terbukti Tanah Sengketa adalah milik bersama Penggugat I – II dan Tergugat I Kongsi dagang.


Sertifikat Hak Milik atas tanah dan Toko Sengketa yang diatas namakan Tergugat I sendiri (Umar Pribadi) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.


Tergugat I (Umar) mengetahui bahwa tanah dengan bangunan toko tersebut masih dalam sengketa dengan Abdul Gani, namun Umar, Tergugat I menjaminkan tanah tersebut kepada Bank BNI 46 diatas kredit yang diterimanya dan oleh Bank, Tanah tersebut dibebani dengan hipotik.


Menurut Surat Perdamaian ternyata hak Tergugat I (Umar) atas tanah dengan toko diatasnya tersebut, hanya sebesar 40%.


Pembayaran yang belum tuntas karena eksekusi putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 2202.K.Pdt/1986 sebesar Rp. 969.170,- yang belum dibayar oleh Tergugat I.


Dalam intervensi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Penggugat intervensi hanya ingin mempertahankan hipotiknya atas tanah sengketa dan bukan untuk melaksanakan eksekusi hipotiknya.


Tanah dengan bangunan Toko diatasnya, yang dibebani hipotik oleh Penggugat intervensi, ternyata haknya Tergugat Intervensi III (Umar) hanya sebesar 40% dari obyek tanah sengketa.


Penggugat intervensi (Bank BNI 46) perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hipotik yang membenahi tanah sengketa tersebut.


Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Hakim Pertama memberi putusan:





Dalam gugat Konpensi:


Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat.


Dalam Pokok perkara:


-	Mengabulkan gugatan untuk sebagian.


-	Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan


-	40% harga tanah sengketa kepada Penggugat I


-	20% harga tanah sengketa kepada Penggugat II


-	Menyatakan sertifikat Hak Milik Tanah No. 59/tahun 1978 atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum.


-	Menghukum Tergugat I membayar sisa eksekusi Rp. 969.170,-.


-	Menghukum Tergugat II tunduk dan patuh putusan ini.


-	Menolak gugat selebihnya.


Dalam Intervensi:


-	Mengabulkan gugatan untuk sebagian.


-	Menyatakan 40% tanah sengketa sebagai jaminan hutang/kredit Tergugat I kepada “Penggugat Intervensi” sesuai dengan Perjanjian Kredit No. BRN/030 tanggal 19 Desember 1989.


-	Menolak gugatan selebihnya.








PENGADILAN TINGGI





Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini memberikan putusan


Mengadili:


-	Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 46/Pdt.G/1993/PN.BIR.


Mengadili Sendiri:


-	Menyatakan tanah sengketa di Jalan Adalas 24 Bireuen, adalah hak milik Tergugat (Umar).


-	Menyatakan Sertifikat tanah sengketa No. 59/tahun 1978, atas nama Umar adalah sah dan berharga.


-	Menolak gugatan selebihnya.


Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas didasari pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:


Toko dibeli oleh Tergugat I (Umar) sebagaimana yang dibuktikan dalam sertifikat Hak Milik No. 59/1978 atas nama Umar.


Kongsi dagang diatas tanah sengketa, kini sudah tidak ada lagi, karena Tokonya sudah dibongkar dalam rangka peremajaan kota, kemudian dibangun Toko yang baru.


Karena obyek sudah tidak ada lagi, maka gugatan mengenai kongsi dagang dalam toko tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.








MAKAMAH AGUNG RI:





Para Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi.


Makamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendapat bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan “hukum acara” dan “hukum pembuktian” dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Makamhah Agung RI akan mengadili sendiri perkara ini.


Pendirian Makamah Agung RI tersebut diatas didasari pertimbangan hukum yang inti sarinya sebagai berikut:


Pengadilan Tinggi telah lalai memeriksa dan memutuskan gugatan intervensi.


Pengadilan Tinggi memperhatikan surat bukti putusan Makamah Agung RI No. 2202.K/Pdt/1986, yang telah memutuskan bahwa pemohon kasasi I berhak 40% sedang pemohon kasasi II berhak 20%.  Lagipula Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan putusan tersebut yang sudah In kracht van gewijsde dan yang sudah dieksekusi sebagian.


Makamah Agung RI berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah benar dan oleh Makamah Agung RI diambil alih sebagai pendapatnya sendiri.


Berdasar atas pertimbangan tersebut akhirnya Makamah Agung RI memberi putusan sebagai berikut:





Mengadili:


Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 76/Pdt/1994/PT Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 46/Pdt/G/1993/PN BIR





Mengadili Sendiri:


Dalam Konpensi:





Dalam eksepsi:


Menolak eksepsi Tergugat I dan II





Dalam Pokok Perkara:


-	Mengabulkan gugatan untuk sebagian


-	Menghukum Tergugat I menyerahkan


	-	40% harga tanah sengketa kepada Penggugat I dan


	-	20% kepada Penggugat II


-	Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 59/1978 atas tanah sengketa yang diatasnamakan “tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.


-	Dst………….dst…………..dst.





Dalam INTERVENSI:


-	Mengabulkan gugatan untuk sebagian


-	Menyatakan 40% dari tanah sengketa, sebagai jaminan hutang atau Tergugat I kepada Penggugat Intervensi sesuai dengan Perjanjian Kredit.


-	Menolak gugatan selebihnya.








CATATAN:





Dari putusan Makamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:


Sebidang tanah yang dibeli dengan uang bersama tiga orang, maka tanah tersebut adalah hak milik bersama tiga orang tersebut.  Masing-masing berhak atas bagian tertentu (prosentase) dari tanah tersebut, sesuai dengan jumlah/besarnya uang yang diserahkan masing-masing peserta untuk membeli tanah tersebut.  Bilamana salah seorang, secara diam-diam, tanpa setahu yang lain lalu membuat Sertifikat Hak Milik tanah atas namanya pribadi, maka Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.


Hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga dalam gugatan pokok perkara yang sedang berlangsung persidangannya.


Demikian Catatan atas kasus ini





(Ali Boediarto)








Pengadilan Negeri Bireuen


No. 46/Pdt.G/1993/PN BIR, tanggal 2 Februari 1994





Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh


No. 76/Pdt/1994/PT.Aceh, tanggal 21 Juni 1994





Makamah Agung RI


No. 3213.K/Pdt/1994, tanggal 18 Maret 1997





Majelis terdiri dari para Hakim Agung:


SOEHARSO, SH sebagai Ketua Sidang dengan anggota: J. DJOHANSYAH, SH dan Ny. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH serta Panitera Pengganti: DJAMALUDDIN NASUTION, SH.





























